WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan kepada
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya,
telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun
2018 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2018
tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;

b. bahwa dalam rangka penyempurnaan pemberian Tambahan
Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya, maka Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kriteria Pemberian Tambahan
Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun
2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kriteria Pemberian
Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2
Tahun 2018 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan
Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2730);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman
Analisis Jabatan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1845)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
18 Tahun 2017 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 878);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang

21.

22.

23.

24,

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Tahun
2019 Nomor 139);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun
2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri
Sipil (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 296);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2006 tentang Hari
dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor
11/E);



Menetapkan

25. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota
Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita
Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 2);

26. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat
di Kelurahan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019
Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2
Tahun 2018 tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan
kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya
Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kriteria Pemberian Tambahan
Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 2)
diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Daerah adalah Kota Surabaya.
4

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Perangkat Daerah meliputi Badan/Dinas/Inspektorat/
Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD/ Satuan Polisi Pamong
Praja/Kecamatan.

5. Unit Kerja adalah bagian pada Sekretariat Daerah yang
melaksanakan satu atau beberapa program.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD
adalah Pegawai Negeri Sipil dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kota Surabaya.

Pegawai Lain adalah Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari luar
Instansi Pemerintah Kota Surabaya dengan status
diperbantukan/dipekerjakan dan bekerja secara penuh pada
Pemerintah Kota Surabaya.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan adalah
Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi atas laporan
pertanggungjawaban yang disampaikan oleh  Bendahara
Pengeluaran Pembantu kepada Kuasa Pengguna Anggaran
Kelurahan.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diangkat
dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk membantu
pelaksanaan tugas-tugas bendahara penerimaan.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diangkat
dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk membantu
pelaksanaan tugas-tugas bendahara pengeluaran.
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26.

1)

Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pada Unit
Kerja/Kecamatan/Kelurahan yang diangkat oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran sesuai dengan kebutuhan
untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas Kuasa Pengguna
Anggaran dalam melaksanakan pengelolaan keuangan pada unit
kerja yang dipimpinnya.

Pembantu bendahara penerimaan adalah pejabat pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang diangkat dan ditunjuk oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mendukung kelancaran
tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir
dan/atau pembuat dokumen penerimaan.

Pembantu bendahara pengeluaran adalah pejabat pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang diangkat dan ditunjuk oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk mendukung
kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi
sebagai kasir dan/atau pembuat dokumen pengeluaran uang
dan/atau pengurusan gaji.

Pengurus barang adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik
daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pengurus barang pembantu adalah pejabat yang ditunjuk untuk
membantu pelaksanaan tugas-tugas pengurus barang.

Pembantu pengurus barang adalah pejabat yang ditunjuk oleh
Pengguna Barang untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas
pengurus barang.

Staf Teknis Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat
pada Unit Kerja/Inspektorat/Kecamatan/Kelurahan yang diangkat
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sesuai
dengan kebutuhan untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas
Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan
pengelolaan keuangan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kewilayahan adalah pejabat yang
melaksanakan tugas pemerintahan umum yaitu Camat dan Lurah.

Hari Kerja adalah hari kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2006 tentang Hari dan Jam
Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Ketentuan ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 9 diubah,
sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan
obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
diberikan kepada PNSD dan Pegawai Lain dalam bentuk
pemberian uang makan, uang air, uang penunjang operasional
dan/atau uang penunjang pengelola keuangan/barang.



(@)

3)

(4)

()

(6)

(7)

(8)

Uang makan diberikan kepada seluruh PNSD dan Pegawai Lain
setiap bulan berdasarkan jumlah hari masuk kerja PNSD dan
Pegawai Lain yang bersangkutan pada hari kerja dalam rangka
keperluan makan PNSD dan Pegawai Lain pada hari kerja.

Uang air diberikan kepada seluruh PNSD dan Pegawai Lain
setiap bulan dalam rangka membantu biaya tarif air yang
dikeluarkan PNSD dan Pegawai Lain setiap bulan.

Uang penunjang operasional diberikan kepada seluruh PNSD
dan Pegawai Lain berdasarkan indeks kompleksitas operasional
dimana PNSD dan Pegawai Lain yang bersangkutan
ditempatkan.

Uang penunjang pengelola keuangan/barang, meliputi:

a. Uang penunjang pengelola keuangan kota;

b. Uang penunjang pengelola keuangan/barang SKPD/
Unit Kerja.

Uang penunjang pengelola keuangan kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a diberikan kepada PNSD
dan/atau Pegawai Lain yang menjadi bagian dalam keanggotaan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Uang penunjang pengelola keuangan/barang SKPD/Unit Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan kepada
PNSD dan/atau Pegawai Lain yang bertugas melakukan
pengelolaan keuangan/barang pada SKPD/Unit Kerja.

PNSD dan/atau Pegawai Lain yang bertugas melakukan
pengelolaan  keuangan/barang pada SKPD/Unit Kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:

a. Pengguna Anggaran;
. Kuasa Pengguna Anggaran,;

. Bendahara Penerimaan;

. PPK-SKPD;

b

c

d. Bendahara Pengeluaran;

e

f. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu;

Bendahara Penerimaan Pembantu;

= Q@

Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran;
j. Pembantu bendahara Penerimaan;

k. Pembantu bendahara Pengeluaran;

|. Pengurus Barang;

.Pengurus Barang Pembantu;

Pembantu Pengurus Barang;

© = 3

Staf Teknis Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran.
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(10)

(11)

(12)

8

Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) huruf i dapat dijabat oleh:

a. Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum
Daerah Dokter Mohammad Soewandhie kecuali Kepala
Bagian Keuangan;

b. Kepala Sub Bidang pada Badan;

c. Kepala  Sub Bagian pada  Sekretariat Daerah/
Inspektorat/UPTD/UPTB;

d. Kepala Seksi pada Dinas/Rumah Sakit Umum Daerah Dokter
Mohammad Soewandhie/Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti
Dharma Husada/ Satuan Polisi Pamong Praja/Kelurahan;

e. Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD/
Badan/Dinas/Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohammad
Soewandhie/Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma
Husada/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan, kecuali
Kepala Sub Bagian Keuangan.

Staf Teknis Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) huruf o dapat dijabat oleh staf pada
masing- masing Inspektorat/Unit Kerja/Kecamatan/Kelurahan.

Besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan
pertimbangan objektif lainnya berupa uang makan, uang air,
uang penunjang operasional dan uang penunjang pengelola
keuangan/barang ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang
Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah
Daerah.

Besaran uang penunjang pengelola keuangan SKPD/Unit Kerja
yang diberikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran diluar
Sekretariat Daerah atau Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran
pada Sekretariat Daerah, diberikan dengan ketentuan sebagai
berikut :

a. untuk Kuasa Pengguna Anggaran diluar Sekretariat Daerah
atau Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat
Daerah yang mempunyai sertifikat keahlian barang/jasa
Pemerintah, diberikan sebesar 100 % (seratus persen) dari
poin yang ditetapkan;

b. untuk Kuasa Pengguna Anggaran diluar Sekretariat Daerah
atau Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat
Daerah yang pernah mengikuti diklat pengadaan barang/jasa
Pemerintah dengan hasil baik, diberikan sebesar 75 % (tujuh
puluh lima persen) dari poin yang diterima oleh Kuasa
Pengguna Anggaran diluar Sekretariat Daerah atau Pembantu
Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah yang
mempunyai sertifikat keahlian barang/jasa Pemerintah;

c. untuk Kuasa Pengguna Anggaran diluar Sekretariat Daerah
atau Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat
Daerah yang pernah mengikuti diklat pengadaan barang/jasa
Pemerintah dengan hasil kurang baik, diberikan sebesar 50 %
(ima puluh persen) dari poin yang diterima oleh Kuasa
Pengguna Anggaran diluar Sekretariat Daerah atau Pembantu
Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah yang
mempunyai sertifikat keahlian barang/jasa Pemerintah;



d. untuk Kuasa Pengguna Anggaran diluar Sekretariat Daerah
atau Pembantu Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat
Daerah yang belum pernah mengikuti diklat pengadaan
barang/jasa Pemerintah, tidak diberikan uang penunjang
pengelola keuangan SKPD/Unit Kerja.

(13) Besaran uang penunjang pengelola keuangan/barang SKPD/Unit
Kerja ditentukan berdasarkan jumlah anggaran belanja
langsung/jumlah belanja modal dan belanja barang persediaan
yang dikelola oleh masing-masing SKPD/unit kerja.

Pasal Il
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2019
WALIKOTA SURABAYA
ttd
TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN
BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 70
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